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TENTANG TELEKOMUNIKASI UNTUK UMUM
Presden Republik Indonesia,

bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan jasa tdekomunikag, dipandang perlu
untuk memberikan wewenang penydenggaraan tdekomunikas untuk umum
yang menyangkut hubungan dalam negeri dan hubungan internasiond kepada
dua badan usaha milik negara yang terpisah untuk masing-masing hubungan
tersebut;

bahwa oleh karena itu perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 1974 tentang Telekomunikas Untuk Umum;

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Ketetapan Majdis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1V/MPR/1978;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetgpan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikas
(Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 66) menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Tahun 1964 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2657);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976 tentang Pengesshan Konvens
Telekomunikas Internasond (ITU) Maaga Torremolinos 1973 (Lembaran
Negara Tahun 1976 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3092);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 tentang Telekomunikas untuk
Umum (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3032);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1974 tentang Perusshaan Umum
Telekomunikas (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 50),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH  TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1974 TENTANG
TELEKOMUNIKASI UNTUK UMUM.
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Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 tentang Telekomunikas Untuk Umum,
sebagai berikut :

1

Pada Pasal 1 ditambahkan huruf ¢ dan d yang berbunyi:

"c.Tdekomunikas Untuk Umum International idah telekomunikes untuk umum antara
kantor-kantor atau gasun-gasiun yang berada di wilayah Indonesa dengan kantor-
kantor atau gasun-stasun yang berada di luar wilayah Indonesa

d.Teekomunikas Untuk Umum dalam negeri idah tdekomunikas untuk umum sslain
tedlekomunikas untuk umum internasond”

Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya berbunyi

"Dengan Peraturan Pemerintahini :

a Perusahean Umum Telekomunikas ditetapkan sebagai badan usaha yang diberi
wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikas untuk umum dalam negeri;

b. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Indonesan Satdlite Corporation sebagamana
ditetgpkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1980, selanjutnya disebut
PT. Indosat, ditetgpkan sebaga badan usaha yang diberi wewenang untuk
menyelenggarakan tdekomunikas untuk umum internasiona”.

Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi :
"(2) lzin tersebut dalam ayat (1) pasa ini diberikan oleh Menteri Perhubungan yang
menentukan persyaratan teknis, pola pengoperasian dan pentaripan dengan mendengar
pertimbangan-pertimbangan dari Perusahaan Umum Telekomunikas dan PT. Indosat”.

Pasal 8 diubah sehingga seluruhnya berbunyi :

"Perusahaan Umum Tedekomunikas dan PT. Indosat tidak bertanggung-jawab atas kerugian-
kerugian yang timbul dalam penggunaan fasilitas telekomunikas oleh setiap orang, instand, dan
badan termasuk dalam Pasd 7 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 kecudi dalam hal-
hal yang tercantum dalam Pasdl-pasal 433 dan 434 Kitab Undang-undang Hukum Pidand'.

Pasal 12 diubah sehingga seluruhnya berbunyi :

"(1) Sebaga penyelenggara telekomunikas  untuk  umum, Perusshaan Umum
Telekomunikas dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 mempunyai hak dan wewenang untuk :

a melakukan penggdian, pengukuran atau pemasangan tandartanda di tanah
milik seseorang atau pemindahan bangunan-bangunan sesua dengan ketentuan
Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964;

b. memasuki  persl-persl guna melakukan penggdian dan atau pemotongan
tumbuh-tumbuhan yang terdapat di perdl yang bersangkutan dalam
hubungannya bagi kepentingan pemeliharaan, perbaikan, perubahan, atau
pembaharuan dat-dat telekomunikas yang sudah ada sesuai dengan ketentuan
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964;
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